
a bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksaoaan Af'BO 
Kabupaten Bekasi, maka penatausahaan keuangan daerah yang 
semula ditetapkan metatui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahon 
2013 perfu di1ir.jau dan disesuaikan kembab: 

b bahwa penyesua,an penatausanaan keuangan daerah terse!)ut, 
khususnya ternadao para pejabat yang mempunyai kewenangan 
dalam proses pelaksanaan APB.b perlu disesuaikan dengan t,gas 
pokok dan fungsinya; 

c. bahwa berdasatl<an pertimbangan sebagaimana donaksud pada 
huruf a dan huruf b Penatausahaan Keuangan Daetah tersebui 
pertu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Bekasi. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembenttdcan 
Daerah • Oaerah Kabupaten Dalam Lingkur.gan Propins, Jawa 
Baral (Serita Negara Tahun 1950): 

2. Und3ng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Kolusi dan NeooMme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomc,r 75. 
T.ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu3r.ga:1 Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo• "7. 
Tambahan lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 42\16): 

4. Undang·Undang Ne>mor 1 Tahun 2004 tentang Perbendat,araan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah!.lll 2004 
Nomo, 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 4355); 

5 Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tenlang ?em~n~saan 
Pengefolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. 
Tarnbahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400): 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perrmoa,gan 
Keuangan Antara Pemenntah Pu-sat dan Pernerintahan Oaerah 
(Lemba,an Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.nor 4438): 

• 
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Pasal 1 

Oalam Peraturan Bupatr ini. yang dimaksud dengan · 
1. Daerah adatah Kabupaten Bekasi, 
2. Kepala Daerah adalah Bupali Bel<asi. 

7 Unda"9-U'ldang Nomor 23 Tahuo 2014 tentang Pemerintahan 
Oae<ah 1Lernba,an Negara Repubfik Indonesia Tah:,~ 2014 
Nomcr 244, Tambanan Lemoaran Negara Rej)Ublll<. Indonesia 
Nomcr 5587}; 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 1.erttang Pl"ngeto&cl~n 
Keuangan Oaera!lllembaran Nsgara Republik Indonesia T ahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); . 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3$ Tahun 2007 tentang Pembag,an 
Urusan Pernerintahan Antara Pemerintah, Pemenntahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lemba13n 
Negara Republil<. Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan 
Lernbaran Negara Rep~blik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tenta'lg St~ndar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
Nomor 5165). 

11. Pecaturar. Menteri Dal am Negerl Nomor 13 T ahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga,mana let,Jh 
beberapa ka1i diubah terakhir dengan Peraturan Menter, Oalam 
Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas 
Peraturan Menter! Oalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 len.an;J 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Oaerah; 

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan la po ran Pertanggunsiawaban 
Bendahar.. serta Penyampaiannya; 

13.Peraturan Menteri Dalam Ne!jeri Nomor 32 Ta!vJn 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersamber 
Oari Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaim1'na telab 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negefi Nomor 39 Tahun 
2012 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pember;an Hil:>ah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumbef Dan Anggaran Pcnda?3wn dan 
Belanja Oaerah; 

14.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 :entang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Al<rui!I pa,.la 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahur, 2013 
Nomor 1425); 

15.Peraturan Oaecat. Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 ten:ang 
Organisasi Perangkat Oaerah Kabupa!en Be!<asi (LeMbaran 
Oaecah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nornor 8); 

16. Peraturan Bupati Bekasi Nornor 93 tahun 2014 tentang Pet1B1juk 
Teknis Pengadaan Barang/J3sa di lingkungan Pem..rinlah 
Kabupaten Bekasr 



3 PemePntah Daerah adalah Bupab dan seluruh perangkat daerah sebaga; unsur 
penyelenggara pemenntah daerah. 

4 Kevangan Daeran adalah semua hak dan kewajiban daerah darsm rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dap.at dinilai dengan oang tennasuk 
didafamnya segafa benruk kel<ayaan yang ber!lubungan <lengan tlak Clan ,ews111>an 
daerah tersebut. 

5 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yanQ melipu1i 
perencanaan, pefaksanaan. penatausahaan, pelaporan, penangg,mgjawal>an, dan 
pengawasan keuangan daerah 

6 Anggaran Pondapatan can Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahurran Pemerintah Kabupaten Bekasi yang di!Jahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Oaerah dan DPRO, dan d~etapl<an dengan 
Peraturan Daerah Kabcpaten Bekasi. 

7 Organisasi adalah :.msur pemenntahan daerah yang terdiri dan DPRD 8.J9atil\NaKJl 
Bupati dan Saluan Kerja Perangkat Daerah 

8. Organisasi Perangkat Oaeran yang selanjulflya disebut OPD adalat> Saluan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dising~at SI\PO adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

10. Saluan Ketja Pengelo!a Keuangan Oaerah yang selanjutnya disingkat SKPKO 
adalah perangkat daerah pada Pemenntah Kabupaten Bek.asi selaku p,;r,gguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelotaan keuangan 
daerah. 

• 1 Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah aaalah Bupat, yang kaiena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan kese!uruhan pengelolaan 
keuangan daerah. 

12. Pejal>at Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dising~at PPKO adalah 
Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebul dengan 
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Af'BD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

13. Bendahara Umum Oaerah yar.g selanjutnya disingkat BUD ada!ah ?PKO yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

14. Pengguna Angga<an adalah pejabat pemegang kewenangan pengunaar. anggaran 
untuk melaksanakan ,,gas pokok dan lungsi SKPO yang dipimpmnya. 

15. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kE>W"'nangan penggunaan l>arang 
milik daeran. 

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah 
pejabat yang d1beri kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Ber.danara Umum 
Oaerah (BU.O) 

17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang dibeli kuasa untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 
dan fungsi SKPD. 

18. Pejabal Penatausahaan Keuangan SKPO yang selanjutny,; disingl ,t PPK-SKPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tala usaha keuangan pada Sl<PO 

19 Pe1abat Pelaksar.a T eknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PF-TK adalah 
peJabat pada unit kerja SKPO yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 
<lan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

20. Bendohara Penerimaan adalah pejal>at fungsional yang d?.unjuk menerima. 
meny,mpan, menye1or1<an. menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
pendapatan daerah da!am ran9ka pelaksanaan APBD pada SKPD 

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang dituniuk menerima. 
meny,mpan, membayari<an. menatausahakan, dan mempertanggun9Jawabkan 
uang untuk kepertuan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
SKPO. 

22. Unit Kerja adalah bagfan dari SKPO Kabupaten Bekasi yang melaksanal'.an satu 
atau beberapa p,ogram. 



23 Urusan Pememtahan adalah tungs,-fungsi perneriatahan yang menr,td1 !«lk <!an 
ke-wa1iban seuao ongkatan dan/atau susunan pemetintah Kabupa:en 9e«."Si untuk 
mengatur dan meflgurus ful1gsi-fungsi tersebut yang rnenjadi kew'!nsn;annya 
dalam ra<>gka melindungi, melayani. memberdayakan. dar. rnenselahtetakan 
masyarakar • 

24 Program adalah pen;abaran kebiJakan SKPO dalam bentuk upaya yar.g ~ns, satu 
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang diseciakan untuk 
rr.encapai hasil yang terukur sesuai ::Jengan misi SKPO. 

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau leblh unit 
kelja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terul<ur pada suatu 
program dan terdiri dari sekumpuian tindakan pengerahan sumher daya haik yang 
berupa personal (sumber daya manusia). harang modal termasuk pe,alatan dan 
teknologl, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber oaya 
terseout sebag·ai masukan (iflpul) untuk menghasfJkan keJvaran (0:1.tput) d~iam 
bentuk barang/jasa. 

26. Kas Umum Oaerah adalah tempat peoyimpanan uang Potr.erintah Kabupaten 
Bekasi yang dttentukan oleh Bupati untuk menampung seruruh pened;r,i:,a,, daerah 
dan digunakan untuk membaya, seluruh pengeluaran daerah. 

27. Rekening Kas Umum Oaerah adalah rekening teonpat penyi'Tlpanan ua"9 
Pemerintah Kabupaten Bekas, yang ditentukan oleh Bupati Bet.asi ur.tuk 
menampung seluruh penerimaan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan <fogunakan 
untuk membayar seluruh pengelJaran Pemerintah Kabupaten Bekasi pada ba'lk 
yang ditetapkan. 

28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masux ke kas daerah. 
29. Pengeluaran Oaerah adalah uang yang keluar dan kas daerah. 
30. Pendapatan Oaerah ada!ah hak Pemerintah Kabupaten Bekasi yang d,alrui sebagai 

penambah nifaj kekayaan bersih, 
31. Belanja daerah adalah kewajiban Pemenntah Kabupaten Bekasi yang diakui 

sebagai pengurang r.ilai kekayaan bersih. 
32. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapata , :laetah dan 

belanja daerah. 
33, Oefisit Anggaran Daerah adafah selisih kurang antara pe()cfapatan dae~h dan 

belanja daerah. 
34. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang per1u dibayar kembati 

dan/a!au pengeluaran yang akan d~erlma kembali, balk pada tahun ang;iaran yang 
bersanqkutan maupun pada tahun-tanun anggaran berikutnya. 

35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat StLPA adalah selisih 
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran seJama satu periode 
anggaran. 

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPO yang selanjutnya dosingkat 
DPA-SKPD adalan dokumen yang memuat pendapalan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 

37. Ookumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya di.singkat 
DPPA-SKPD adalah <!okumen yang memuat perubahan penda11atan. be!anja dan 
pemb,ayaan yang <!igunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh 
pengguna anggaran. ' 

38. Anggaran Kas adalah dokume" perkoraan arus kas masuk yang befSUmber dan 
penenmaan dan perkiraan arus kas keluar Untuk mengatur ketersediaan dar,a yang 
cu~up guna mendana, pelaksanaan kegiatan. 

39. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adatal: doi<urr.,,n yang 
menyatakan tersed,anya dana untuk melaksanakan kegiatan sebaga, dasar penerb,tan SPP. 

40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya d,singkat SPP ada!ah clok<;men 
yang d1tetbit!<an oleh pejabat yang bertangung jawab atas ?elaksanaan 
keg,atanlbendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 



< 

Pasal 2 

(1) Penatausahaan keu3ngan daerah yang diatur dalam peraturan ini set>.:gai bag,an 
dan pengelolaan keuangan daerah, yattu serangkaian preses pela=naan 
penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam mngka pelaksanaan APBO yang 
merupakan semua hak dan kewajib3n daerah untuk penyeJenggaraan urusan 
P.emenntah Kabupaten Bekasi yang dapat dimlai dengan vaF'Q lormasuk 
d1dalamnya segala benluk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan ke-«.ijiban 
Pemenntah Kabupaten Bekasi. 

• Bagian Kedua 
Ruang lingkup 

41 SPP !Jang perseaiaas, yang selan1umya disingkat SPP-UP adalat. dw.-Jmen yang 
cftajukan ofen bendahara pengeluaran untuk permintaan uar-.g muka kerja yang 
l:>ers,fat peng1Stdn kembali {revoMng) yang tidak dapat dilakur.an dengan 
pembayaran langsung. 

42. SPP Ganti Uang Persediaan yang sel.anjutnya disfngk.11 $PP -0:J ~.>.l~h 
dokumen vang diaJukan oleh bendahara pengeluaran untuk penntntaan 
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

43 SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjulnya disingkat SPP-TU adalah 
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran un:Uk permin!aan 
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPO 'l"flfl bersifat 
mendesak dan Udak dapat digunakan unruk pembayaran langsung dan uang 
persediaan. 

44. SPP Langsung yang selanjutnya disngkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan 
ofeh bencahara pengefuaran untuk ,:>e.rmintaan pembayaren tang.sung 
kepada pihak ketrga atas dasar perjanj,an kontra.t< kerja atau sun per1ntat1 keqa 
!ainnya dengan jumlah, penerima, perunnikan. dan wakru pembaya,an tertentu 
yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiaran 
(PPTK). 

45 Lembar Verifikasi adatah lembar hasil penelitian dokumen permintaa-. pembayaran 
yang d~erbitkan PPK-SKPD. 

46. Surat Perintah Men,bayar yang selanjutnya disingl<at SPM adalah dokumcn yang 
digunakantditerbi1l<an oleh pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP20 atas beban pengeluaran OPA-SKPO. 

47. Surat Periniah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 
SPM-TU adalah dokumen yang diterbttkan oteh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP20 atas beban pengeluaran DPA-SKPO 
yang dipergunakan sebagai uar.g persediaan untuk mendana, keg1atan. · 

48. Surat Perintah Membayar Ganti Uang persediaan yang selanjutnya disingl<at SPM­ 
GU adalah dokumen yang diterbltl<an oleh Pengguna Angga,an/Kuasa pengguna 
anggaran untuk pe11<:!rbitan SP20 atas beban pcngeluaran OPA-SKPO yang 
dananya dipergunakan unruk mengganti uang pe!'Se<!iaan yang telah 
dibelanjakan. 

49. Surat Perintah Membaya, Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya d,singkat 
SPM-TU adalah dokumen yang dtterbiti<an oleh Pengguna AnggaranlKuasa 
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D alas beban pengelt;2ran OPA-SKPO, 
karena kebutuhan dananya melebihi dari jum!ah bat.as l)a{iU uang 
persediaan. 

50. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengg~na anggaran/kuasa angga·ar. untuk 
penerbitan SP20 atas beban pengeluaran DPA-SKPO kepada pihak r.eti.:ia 

51. Surat Perintah Pencai,an Dana yang selanjutnya dismgkal SP20 adalah dokumen 
yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbttkan oieh BUD 
berdasarkan SPM. 



(1) Bupatl adalah pemegang kekuasaan pengelolaan k~uangan daerah dan mewakdi 
Pemerintah Daerah datam kepemil:kan kekayaan daerah yang dipisahlu,1. 

(2) Pemegang kekuasaan pengetolaan keuangan daerah sebagaimana dinal<sud pac!a 
ayat (1) mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan lenlang pelaksanaan APBO, 
b. menetapkan kebiJakan lentang pengelolaan barang dserah: 
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/;,engguna barang: 
d. menetapkan ber.dahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran: 
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 

daerah; 
f. menetapkan pejabat yang oertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang 

daerah; 
g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang miik daerah: 

dan 
h. menetapkan pe1abat yang bertugas melakukan pengui1an alas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran 

Pasal 4 
Pemogang Kekuasaan Keuang·ai1 Oaerah 

BABU 
TUGAS DAN KEWENANGAN 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dianggari<an dalam APBD dan 
dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh BUD. 

(2) Penerimaan kas daerah set;agaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak 
Pemerintah Kabupalen Bekasi untuk pendapatar. •• l<!tah yang d,dukung dengan 
bukti-bukti adminisrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Pengeluaran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ~.ewajiban 
Pemerintah Kabupaten Bekasi unluk menyelenggara:kan urusaa pemenn:ah 
daerah dan membayar tagihan pihak ketrga yang merupakan belanja daerah 
dengan didukung bukn-b~kti administrasi yang dapat dipertanggur,gjawa!Jk.an. 

(4\ Fungs1 pelaksanaan pengujian dan memerintahkan dalam rang~a penenrnaan atau 
pengeluaran daerah berada dalam kewenangan SKPO. 

(5) Pejabat yang menandatangani surat buldi untuk pengesahan ookumen yang 
menjad1 dasar penerimaan atau pengetuaran daerah dalam rangl<a pelaksanaan 
APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan alobat yang timbul dari 
penggunaan surat bukti tersebut. 

(6) Penerimaan SKPD dllarang digunakan langsung untuk membiay3: pengeluaran. 
kecuali ditentukan lain oleh peraluran perundang-undangan. 

(7) Jumlah belanja yang dianggarkan da!am APBO merupakan batas terti:,ggi unluk 
setiap pengeluaran belanja. 

(8) Pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka 
penerimaan atau pengeluaran daerah wajib menyetenggarakan perotaueahaen 
keuangan daerah sesuai dengan peraturan bupati ini. 

Pasal 3 

2J Pena1a=•,aan Keuangan Oaerah dalam peraturan ini juga menjelaskan azaz 
emern tugas dan •.ve¥,1enang yang mengatur pemisahan i<ewenarl{.)tn antara yang 
memerintahoan menguji. can yang menerima dan/atau mangeluarkan uang dalam 
me-faksanakan penerimaan dan pengeluaran kas sesuai tugas. fungsi. dan 
tanggung jawao dalam ranqka pel2ksanaan APBD 

Bagian Ketiga 
Azaz Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 

• 



Pasal5 
Koordinator Pengelolaan Keuaogan Oaerah 

(1) Sekretans Daersh selaku koordmator pengelolaan keuangan daerah sttbaga~na 
dimaksud datam Pasat 4 ayat (3) llurui a be!l\aitan dengan l)e!afi Qc!!I l\m9SlflY11 
dalam membantu Bupati men:;usun kebijakan dan rnengkoordinasikan 
penyele<lggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengeloCaan keuangan 
daerah. 

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah s,ebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) rnernpunyai tugas k00<dinasi di bidang: 
a. panyusunan dan petaksanaan kebiJakan pengelolaan APBD; 
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengetolaan barang daerah, 
c, penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 
d. penyusunan Raperda dan pertanggungjawaban pelaksanaan AP&O, 
e. :ugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawa~ keuengan 

daerah; dan 
I. penyusunan Iaporan keuangan daerah dalam tangka pertall!!Qu'lgjawaban 

palaksanaan APBD. 
(3) Selain mempunyai tugas koordinas, sebagairnana dmaksud paoa ayat (1) 

Sekretans Daerah mempunyai tugas yang ber'•aitan dengan Sistem dan Prosedur 
Penatausahaan adalah sebagai berikut: 
a. rnenyiapkan pt,·:foman pengelolaan barang daerah: 
b. melaksanakan tugas-tugas kcordinasi pengelolaan keuangan ctaerah taimp 

berdasarkan kuasa yang d1limpahkan oleh Bupatt 
(4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab alas p2laksanaan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati 

Pasal6 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

{l) Kepala Sl<PKD selaku FPKD sebagaimana dimaksud dalam Pa al 4 syat (3) 
hurut b mempunyai tugas : 
a. menyusun dan metaksanakan kebijakan pengelolaan ke<Jangan daerah; 
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 
c. metaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang tela'1 daetaokan dengan 

Peraturan Daerah; 
d. rnetaxsanakan fungsi Bendahara Umum Oaerah; 
e. menyusun laporan keuangan daerah dalam tangka pertanggungjawaban 

peiaksanaan APBD; dan 
f. melaksanakan lugas lainnya berdasarkan kuasa yal,g dilimpahkan oleh 3upa!i. 

(2) PPKD dalam melaksanakan f\,ngsinya selaku BUD berwenang : 
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan AP~D; 
b. mengesahkan DPA-SKPD; 
c, melakukan pengendalian pelaksanaan APSD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaon dan pengeluaran 

kas daerah; , 
e. menetapkan SPD; 

(3i 13upag sela'«I pemegang kei<uasaan pengelolaan keuangan caeran melimpahkan 
sebag,an alau seluruh kekuasaannya pada: 
a. Sekretaris Dae,ah S<!laku koordinator pengelola keuangan daerah, 
b. Kepala SKPKD selaku PPKD· dan 
c. Kepata SKPD selaku pejabat pengguna an119aranlpan;igun;, oo~ng 

daerah. 
(4) Pelimpahan sebaga,mana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan kepulusa., 

Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang mc.-meon:ahkan. 
menguji dan yang mer,erimafmengetuarkan uang. 



Pasal9 
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Oacrah 

Kepala. SKPD. selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah 
sebaqairnana d,maksud dalam Pasat 6 ayat (3) huruf c mempunyai ~,gas · 
a. menyusun RKA-SKPD 
b. menyusun DPA-SKPD 
c. melakukan bndakan yang mengakibalkan pengeluaran alas becan anggaran 

belanja: 

e. 
f. 

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya difingkungan SKPKO untuk 
melaksanakan tugas-tugas sebaga, berikut yang berkaitan dengar, s,s!em dan 
Prosedur Penatausahaan adalah sebagai berikut : 
a. menyus'un rancanqan APBD dan rancangan Perubahan APBD: 
b. melakukan pengendaJian pelaksanaan APBD; 
c. menyiapkan petaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan stas nama 

Pemerintah Daerah; 
d. metaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dae,ah; 

menyaJikan fnformasi keua.ngan daerah: can 
me.laksanakan kebijakan dan pedoman ~engelolaan serta penghapo,an 1:>arang 
m1hk daerah. 

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 6 ayat (31 d:tetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), mempunyai tugas se:>agai 
berikul: 
a. Menyiapkan anggaran kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c. menert>ill<an SP20: 
d. menyimpan se•uruh bukti ash kepemilikan kekayaan daerah; 
e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau 

lembaga keuangan lainnya yang di!unjuk; 
f. mengusatiakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBO; 
g meny,mpan uang daerah: 
h, melaksanakan penempatan uang daerah dan meogeto:a.lmenatausahakan 

investasi. 
i. rnelakokan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/ 

kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah: 
j. melaksanakan pemberian pinjaman atas n.ama Pemerintah Oaerah; 
k. melakukan pengeiolaan utang dan piutang da9rah: dan 
I. melakukan penagihan p:utang daerah. 

(3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. 

Pasa18 

Pasal7 

f meny,apkan pelaxsanaan p,niaman dan pemberian pmjaman a:as nania 
Pemenntah Dae,ah 

g. melaksanaJ<an sistern akuntansi dan oetapcran keuangan daeran; 
h. menyaJikan mforma-si keuangan daerah; dan 
i metaxsanaxen kebijakan dan pedoman pengetok:lan serta pel"J$lh~p~ t>arsng 

milik daerah. 
{J) PPKD selaku BUD dalam menunjuk pejabat di lingkungan satuan k~~" pengelola 

keuangan daerah selaku kuasa BUD. 
(4) PPl<O bertanggung jawab atas pelaksanaan tuoasnya kepada 13upab melalui 

Sek((ltaris Daeran, 



(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang da!am melaksanakan tugas-!ugas 
sebagaimana drnaksud dalam Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada Kepala Unit Kelja pada SKPD seraku kuasa pengguna 
anggaranlkuasa pengguna barang. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersetut pac~ ayal (1) 
berdasarkan: 
a. pertimbangan tmgkatan daerah 
b. besaran SKPD 
c. besaran jumlah uang yang dikelola 
d. beban kerja 
e. Lokasi 
f. kompetensi dan/atau re~tang kendali, dan/atau 
g. pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan =agaimana dimaksud l)<'da aya! (t) 
ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD. 

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagimana dimaksud pada ayat (1), melipuL: 
a. melakukan tindakan yang mengakibaU<an pengeluaran atas beban anggaran 

belanja; 
b. melaksanakan ang:1aran unit kerja yang dipimpinnya; 
c. melakukan pengujian atas tagihar. dan memerintahkan pembayaran 
d. mengadakan ;kataro/peqanjian kerjasama dengan pihak lain da:am batas 

anggaran yang telah ditetapkan; 
e. menandatar.gani SPM-LS dan SPM· TU; 
t. mengawasai pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan 
g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdas.;rl<an 

kuasa yang dilirnpahkan o!eh pejabat pengg~na anggaran. 
(5) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terlanggung 

jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggarantpengguna 
barang. 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka pengadaan barangljasa. Pengguna anggaran bertinca~ sebagal 
Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan i; • ·:ndang-undangan di bidang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

(2) Dalam rangka pengadaan barangljasa sebagai:nana ayat (1). Pengguna anggaran 
dapat menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen sesuai pe,aturan perundang­ 
undangan di bidang Pengadaar. Barang/Jasa Pemelintah. 

Pasal10 

n 

k 
I 
m 

J 

h 
i. 

rnelaksanallan ~-,ggaran SKPD yang (fipimpinnya, 
melak,ukan pengu1:an atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
rneteksansxan pernungutan penermaan bukan pajak; 
mengadakan 1katanlperjaojian kerjasama deogan pihak lain daiaw batas 
anggaran yang telah ditetapkan: 
menandatangani $PM; 
rnengelo!a utang dan piutang yang menjadi tanggung 1awab SKPO yang 
dipimpinnya; . . . 
mengelola barang rnililc daerah/kekayaan daerah yang menJad• tanggung ,awab 
SKPD yang dipimpinnya; •. 
menyusun dan menyampail<an taporan keuangan SKPO yang d1prnl)lnnya: 
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimplnnya; 
melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna t ,rang lainnya 
berdasarkan kuasa yang dllimpahkan oleh Bupati: dan 
bertanggung jawa!) atas pelaksanaan tugasnya kepada Bepati melalu, Sekretaris 
Daerah. 

a. 
e 
I 
g. 



Pasal14 
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 

(1) Bupa1i atas usul PPKO mengangkat beodahara penerimaan dan perl\,eluaran untuk 
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka petaksanaan anggroan pada 
SKPO. • 

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara peogeluaran sebagaimana (!i,n~ksud pada 
ayat (1) adalah pejaba1 fungsional 

Pasal 13 
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPOJ 

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam OPA-SKPO, Kepala SKPO 
menatapkan Sekretans SKPO untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPO sebagai PPK-SKPO. 

(2) PPK-SKPO sebaga,mana dimaksud pada aya! (1) mempunyai tugas : 
a. meneliti kelentJkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa ya,ig <!,tetapkan 

sesual Peraluran Bupati im, yang disampaikan oleh Benctahara Pengelcaran 
dan diketahuild1setuju1 PPTK 

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-1.S Gaji dan 
Tunjangan PNS serta penghas,lan tainnya yang ditetapkan seseai Peraturan 
Bupati jni, yang diajukan oleh bendahara pengelt,-aran: 

c. melakukan verifikas; SPP. 
d. menyiapkan SPM. 
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan: 
f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan 
9. meny,apkan laporan keuangan SKPD. 

(3) PPK-SK~D tidak bo!eh merangkap sebagai pejabat yang bertugas :nelakckan 
pemungu,an penenmaan negara/daerah, bendahara. dan/atau PPTK. 

[1) Pejabar pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna 
anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan 
menunjuk pejabat pada unit ke~a SKPO selaku PPTK. 

(2) Penunjukan pejabat sebag~imana dimaksud pada ayat (1) berdasart<an 
pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan. bebar l<e,ja, lokasi, 
dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obJektif lainnya, 

(3) PPTK yang dttuajuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atss 
pelaksanaan tugasnya keoada pengguna anggaran/pengguna barar,g. 

(4) PPTK yang dituniuk oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 
atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/k'.lasa pengguna 
barang. 

(5) PPTK yang ditunJuk oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
mencakup: 
a. mengendaltlcan pelaksanaan kegiatan; 
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pe!aksanaan kegiatan. 

(6) Ookumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hur~f c moncakup 
dokumen administrasi kegfa1tan maupvn dokumen sdministrasi yang tetka,t dengan 
persyaratan pembayaran yang diietapkan sesuai Peraturan Bupac mi. 

PasaJ 12 
Pejabat Pelaksana Teknls Kegiatan 

(6) Oalam peogadaa., barangiiasa Kuasa Pengguna Anggaran sebagimana dimal<Sud 
pada ayaf 11 sekahgus bernndax sebagai Pejabat Pembuat Komamen sesuai 
peraturan perunoar.g-undangan di bidang Pengadaan Barar.g/Jasa Pemerintah. 



.. 

(1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiavaan 
daerah, • 

(2) Belanja daerah seoag,mana d1maksud ayat (1) menurut ke•ompok !)ela,,;a te,diri 
dari: ·, 
a. Belanja tidak langsung, dan 
b. Belanja langsung 

Pasal17 

1. Penenmaan daeran terdiri dali pendapatan daerah dan pener.maan p,,mbiayaar. 
daerah. 

2. Pendapatan daerah seba9aima11a dimaksud ayat (1) dikelompokar. atas · 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
b. Dana penmbangan; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

3. Penerimaan pemblayaan daerah sebagaimana pasar (1} adalah semua tenerimaan 
yang pertu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran benkutnya. meliputi : 
a. Sisa lebih pe:hltungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA): 
b. Pencairan dana cadangan: 
c Hasil penjualan kekayaan daerah yang diplsahl(an: 
d. Penerimaaan pinjaman daerah; 
e. Penerimaan kembali pemberian pinjama.n; dan 
f Penerimaan piulang daerah. 

Pasal 16 

Bagian Pertama 
Struktur APBO 

BAB IIJ 
STRUKTUR DAN PELAKSANAAN APBO 

Dalam ha! bendahara berhalangan, maka : 
a. apabila me!eb1hi 3 (liga) hari sampai selama-lamaoya 1 (satu) bulan, bendahara 

tersebut wajib membe<ikan surat kuasa kepada pejabat yang drt,;n,uk untuk 
melakukan tugas-tugas bendahara atas tanggung jawab benoahara yang 
bersangkutan dengan diketahui Kepala SKPD; 

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (l,gal butan, ha1U$ 
ditunjuk pejabat bendahara diadakan berita-acara serah-terima; 

c apabila bendahara sesudah 3 (liga) bulan belum juga dapai melal<sar.akan tugas. 
maka dianggap yang bersangkutan te!ah mengundurkan diri a!au rerhent: dari 
[abatan sebagai bendahara dan oleh karena ttu segera diusulkan peng3an~nya. 

Pasaf 15 

(3) Belldahara oenenmaan aan b€ndahara pengetvaran dtlarang r.ie!akukan, bail< 
secara langsur.g maupun udak langsung, kegiatan perdagangan. peke,jaan 
pembor<:,ngan dan penjuaian jasa atau bertindak sebaga, ;ienjamin alas 
kegiatan/pekerjaanlpenjcatan tersebut, serta menyimpan uar,g pada sua1U bank 
atau iembaga keuangan lamnya atas nama pribadL 

(4) Dalam hat Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian w.awenangnya kepada 
Kuasa Pengguna Anggaran, maka Bupatl menetapkan bendahara penerrnaan 
pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. 

(5) 8endahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD se!aku BUD. 



•• 

(1 J Komisi, rabat , potonqan atac pendapatan lain dengan narna dan daiain oentuk 
apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik seeara langsong sebagai akibat dari 
penjualan, tukar-menukar, hibah. asuransi danlatau pe,,gadaan barang oan jasa 
termasuk pendapatan bunga. jasa giro alau pendapatan lain se!>agai alooat 
penyrmpanan dana anggarao pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatar. 
barang daerah atas kegiatao lainnya merupakan pendapatan daerah. 

(2) Semua pendapatan dana perimbangan dan lain·fain pendapatan daerah 1"'09 sah 
dilaksanakao melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagal ~dapatan 
daarah, 

Pasal 19 

(1) Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang leogkap dao sah . 
(2) Penerimaan daeran drsetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemenntah 

yang d~unjuk. dilakukan dengan cara ; . 
a. disetor langsung ke bank pernerintah yang dituojuk seeara tu1>a, Qleh p,hak 

ketiga: 
b. disetor melalur bank lain, badan, lembaga keuao.gan dalll'atau kantor pos oleh 

pihak ketiga (Kiriman Uang/Klirillg antar bank); dan 
c, disetor melalui beodahara penerimaan. 

(3) Bank pemerintah yang diiunjuk sebagaimana dimaksud ayal (2) dite<a~~an dafam 
Keputusan Bupati. 

Pasa118 

Paragraf 1 
Petaksanaan Anggaran Peodapatan Daerah 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan APBD 

(3l Betan1a 11Cak la,igsung sebaqarnana d1maksud ayat (2) hu.'Uf a merupc"31i belanja 
yang d,anggatkan bdalc ter'<aij secara klngsung dengan pelaksanaan program don 
keg,atan, dibag, menurut 1enis belanja yang terdiri dari : 
a belarqa pegawat 
b bunga; 
c. substdi: 
d hibah. 
e bantuan soslat 
r belanja bagi has,I; 
g bantuan keuangan: dan 
h. belanja tidak terduga. . 

\A\ Seianja langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan t.elan1avang 
dianggarkan terkait secara tangsung dengan pelaksanaan program dan kegl<llan. 
diba91 menurut jenis bialanja yang terdiri dari : 
a. belanja pegawai: 
b, belanja barang dan ja~a; can 
c. belanja modal. 

15) Pengeluaran pembiavaan daerah sebagimana dimaksud ayal ;11 acalah 
pengeluaran yang akan dfterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkut!ln 
maupun pada tahun-tanun anggaran berikutnya, !erdiri dari ; 
a Pembentukan dana eadangan: 
b Penanaman modal (investas1) pemerintah daerah; 
c Pembayarao pokok hutang; dan 
d. Pembe, ian pinjaman daerah 



(1) Dasar penqeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan cialam APSD 
ur,tuk mendana, pengcluaran 1ang belum tersedia angga,annya, sepern tang~ap 
darurat penanggulangan bencana alam dan/a:tau bencana sosial, :ermas!Jk 
J)E!ngembalian. atas_Kelebihan psnenrnaan daerah tahun-tahun sebelumny.a yang 
tel~h d1tutup djtetapkan deogan Keputusan Bupati dan dibentahukan kep?.da DPRD 
paung lama 1 (satu) bulan terh~ung seiak keputusan dimaksud dnetapksn 

Pasal23 

(1) Pemberian subsldr, hibah, bantuan sosral, dan bantuan keuangan d~~ksana~an 
atas persetqjuan Bupao yang diteta.pkan dalam Surat Keputusan Bupati. 

(2) Penerima Subsidi. hibah. bantuan sosial, dan bantuan keuang3o sct>aga,maoa 
pada ayat (1) benanggung jawab atas peoggunaan uanglbarang danlatau 1asa 
yang diterimanya dan wajib menyampaikan tapcrao pertanggur,\jJ'lY."Jban 
penggunaanoya kepada Bupati melalui SKPD telkaij_ 

\3) Tata cars pemberian dan pertanggungjawaban subsidi. hibah. banluM sosial. d~~ 
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteb~!<an dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal22 

, 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang 
1engkap dan sah. 

t2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus d~andatangam daolatau 
disahkan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab sesua, tegas dan 
fungsinya atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti 
dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakckan sebe.um 
rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan dttempat!<arr dalam 
lembaran daerah. 

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak te..,,.asul< untuk 
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang d,tetapkan 
dalam keputusan Bupati. 

(5) Belanja yang bersitat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (41 merupakan 
biaya yang dibutuhkan secara terus-menerus. seperti befanja ~awa,. befanja 
barang dan jasa. 

(6/ Belanja yang bersitat wajib sebagalmana dimaksud pada ayat (d) adalan belanja 
untuk terjaminnya kefangsungan pemenuhan pendanaan pefa)anan dasar 
masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau metaxsanaken 
kewajiban kepada pihak keliga 

Pasal 21 

Paragraf 2 
Pel.aksanaan Ar.gg.1ran Befanja Daerah 

11 Per;gembal1an aras kelebillan pendapatan dilakukan de09an membebankan pada 
pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapalan •1ang reqadi 
dalam tahun yang sama. 

r.1.1 Untuk Pengemballan kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-taflun 
sebelumnya dibebankan pada be!anja tidak tetduga. 

(3) Pengembalian sebagaimana d:maksud pad a ayat (1) dan ayat (2) harus dx:lukung 
d€ngan bukti yang lengkap dan sat,. 

Pasal20 



.. 

(1) Tambahan uang persediaan dapat diajukan oleh bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu guna melaksanakan ~eg,atan 
SKPD yang bersitat mendesak karena kebutuhan dananya melebilli saloo uar.g 
psrsediaan dan tidak dapat menggunakan pernbayaran langsung. 

(2) Kegiatan SKPO yang bersifat mendesak sebagaimana dimaks:Jd ayat (li 
merupakan kegiatan yang harus segera di~ksanakan karena telah mengalami 
perubahan jadwal pelaksanaan yang telah direncar.e'<an dan dian,a.kan d·luar 
kend311 pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 

(3) Besaran nilai lambal>an uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
berdasarllan pe!$clujuan PPKD 

(4) Tambahan uang persediaan sebagaimana dimaksud a'fa! {1) ha!'\ls habis 
digunakan dan diper1anggung1awabkan datam 1 (satu) bular., dan dalam hal dana 
tambahan uang persed,aan !idak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa 
tambahan uang disetor ke rekening kas daerah 

(5) Ketentuan balas waktu penyetoran sisa rambahan uang sebaga,rrana :limaksud 
pada ayat (4} dikecualikan untuk : 

Pasal25 

(1) Untuk kelancaran pe!aksanaan tugas SKPO, kepada pengguna at,g<Jaranlkuasa 
pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang d1ajukan oleh 
bendahara pengeiua,an untuk uang rnuka ke~a yang berslfat pe,ig;si.:n kembat; 
(revolving) yang !ldak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung 

(2) Penetapan jumlah uarig persediaan dan batas pertanggungjawab~n untuk 
pengisian kembali uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat ( I) diatur lebih 
lanjut dalam Keputusan Bupati 

Pasal24 

!• Keaclaan daru<ar seoagamana d1maksud oada ayat {1) selrurar,g.l(urangnya 
memenuhl kn.e<ia sebaga, benkut 
a bukan merupakan kegiatan noonal darl aktivitas pemerintah daera'l dan tidak 

dapat d1pted1ks1 sebe!,,mnya. 
b IJdak diharapkan te~ad1 secara berulang; . 
c berada di!uar kendali dan pengaruh pemennlah oaeran; dao 
d momiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam ran~ka pemu~llan 

yang d1sebabkan oleh keadaan darurat. 
13 P,uigeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimar.a dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPO terkai setelah 
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya 
tumpang tindih pe.adanasn terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dldar.a, dari 
APBD atau APBN. dan 5elanjutnya d1usulkan datam ron,c;.1ngan parubahan 
APBD 

,4) Pengeluaran betanja tar.ggap darurat sebagaimana_ dimaksud _pat:t. ayat (3) 
termasuk belanja untuk keperluan rnendesak dengan kntena yaflQ dttet;;pkan dalam 
peraturan daerah tentang APBO mencakup : 
a program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang angga,aenya belum 

tersedia dalam tahun anggaran beqatan: dan 
b keperluan rnendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimllUlkar. r.erugian 

yang Jebih besar bagi pemerintah daerah dan m~:;-.rakat. 
(5) Pengeluaran belanja tanggap darurat sebagaimana dimaksu'1 pa(!a ayat (3) 

diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk ~ebusuhan tanggap 
darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung ;,aria bel3nja tidai< 
terduga. 

(5) Kepala SKPO penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab a:a~ panggunaan 
dana tersebut dan wajib menyampaikan lapcran realisasi penggur.illln kepada 
Bupatl, 



" 

Pasal 29 

(1) Untuk petaksanaan APBD, Bupati Bekasi menetapkan ': 
a. pe1abal yang oiberr wewenang menandatangani SPO: 

Bagian Pertama 
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Oaerah 

BABIV 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN OAERAH 

Pasal 28 

(1) Pelaksanaan keg12tan lanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasa: 2"' huruf b 
dldasarkan pada DPA.SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKO rrenjad1 OPA 
Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahuo anggaran berikutnya. 

(2) Untuk mengesahkan kerobali DPA·SKPO menjadi DPAL-SKPO 5'>bagwrnaoa 
d!maksud ayat (1 ), kepala SKPD menyampaikan laporan akh" realisasi 
pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepad' PPI\O paling 
lambat bulan Oesember tahun anggaran berjalan. 

(3) Jumlah anggaran dalam OPAL.SKPD dapat disahkan seteJah terlebin dahulu 
dilakukan pengujian terhadap : 
a. sisa DPA·SKPD yang belum ditert>itkan SPD dan/atau beJum dderbrlkan SP2D 

atas kegiatan yang bersanqkutan: 
b. Sisa SPO yang belum ditert>i!kan SPP, SPM atau SP20; dan 
c. SF2D yang belum d1uangkan. 

(4) OPAL-SKPD yang telah dtsankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan darvata•J ~r.yetesaian 
pembayaran. 

(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentul\ OPAL memenuhi triteri~ SSSU~i 
peraturan perundang-undangan di ~idang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintall. 

sisa lebih perhitungan anggaran {SilPA) tahun sebelumnya merupaka~ penersnaan 
pembiayaan yang dig11nakan untuk: 
a menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih keol danpada 

realisasi belanja; 
b mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan alas beban belanja langsung 
C, mendanai kewajiban lainnya ya!lg sampai dengan akhir ta.httn aopgerao beJurn 

diselesaikan. 

Pasal 27 

Paragraf3 
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Oaerah 

Bendahara pengeluaran sebaga; wajib pungut pajak penghasi:an (PPh) dan pajak 
la,nnya. wajib menyetorkan seluruh peoerimaan po!ongan dan pajal< yang dipungumya 
ke rekeoing kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Men!eri Keuangan .et>agai 
bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketenuran peraturan 
perundang-undangan 

Pasal26 

a ~eg1a1an yang ;,el3!\sar<aannya melebihi 1 (satu) bulan: 
b keg.atan yang mengalam, penundaan dari jadwal )'ling telah ctl!et~pl<an yang 

d1ak1t>al!lan olet> pensbwa di lu~r kend_ali PNKPA maka dipertanggungja,va.!>'<an 
pada peri<lde berakhirnya keg1a1an dimaksud. dengan melec.gkap1 nota oinas 
pernberitahuan kepada PPKD. 



" 
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Dok~men yan!? digunakan dalam melaksanakan penatausahaan Pengeluaran c!aerah 
terdm atas : 
a. Anggaran Kas 
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran IDPA-SKPD) 
c. Surat Penyediaan Dana ' 
d. Register SPD 
e. Surat Permintaan Fembayaran terdiri atas : 

1. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) 
2. SPP Ganti Uang Persodiaan (SPP-GU) 
3. SPP Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) 
4. SPP Langsung (SPP·LS) 

Ookumen yang digunakan datem melaksanakan penatausahaan penerenaan oaerah 
terdiri atas : 
a. Anggaran xas 
b. Ookumen Pelaksanaan Anggaran ( OPA-SKPD) 
c, Buku Kas Umum 
d. Rekapitulasi Penenmaan Harian 
e. Surat Ketetapan Pajak Daerah 
f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
g. Surat Tanda Setoran (STS) 
h. Bukti penerjmaan lamnya yang sah 
i Nota kredi! bukti setoran 
j. Buku simpan bank 
k. Perincian Penerimaan per R!ncian Obyek 
I. Register Penerimaan Kas 
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b pe1abat yang <RJer. wewenang mer.andatangani SPM, 
c pejabal yang d ben wewenangmengesahkan SPJ, 
d pe1abat yang d,beri wewenang menandatangani SP20: 
e bendahara penenmaan dan bendahara pengeluaran: 
r bendahara pengefuaran yang rnengek>la belanja bunga, belanja sub-cl:idi, bef.anja 

tut,ah. belanja bantuan sosial, be!anja bag, hasil. belanJa bantean keuangan. 
belanja lidak terduga. dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD: 

g. bendahara penenmaan pembantu dan bendahara pengeiuaran pembantu SKPD; 
dan 

I'. peJ3bat lainnya dalam rangka pelaksana.an APBD. 
(2) Penetapan pejabat yang ditun1uk sebagai kuasa pengguna ar99:m11lll<uaS<J 

pengguna barang dtlaksar.akan sesuai dengan ke1luluhan. 
(3) Pen eta pan pP.jabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 11 > huruf h. 

ditetapkan ole~. Kepala SKPD. 
(4) Perabat lamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup : 

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKFD) yang dioen we,venang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 

b. Pejabat Pe!aksana Teknis Kegiatan {PPTK); 
c. pejabat yang diben wewenang menandatangani surat bukb r:,emungutan 

pendapatan daerah; 
d. pejabat yang d,beri we,venang menandatangan bukti penerin,aan kas dan bukti 

penerimaan lainnya yang sah; 
e. pembantu ben,;lahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pen;ieluaran: 
t. pe;abat dalam rangka proses pengadaan barang dan jasa 

(5) Penetapan pe-jabat sebagaimana dimaksud 3y;u (2) <1;:.n ;,ya: (4) dil;,k=in.,1utn 
sebelum dimula1nya tahun anggaran berkenaan, dan bertanggung iawab atas 
kewenangan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan APBD. 



Penerimaan ke rekening kas daerah d1 anggap sah setelah kuasa BUD meoonma surd! 
tanda setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya yang sah, dan tercatat daiam buku 
kas umum daerah. 
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(1) Bendahara penerlmaan wajib mempertanggungjawabkan secara oo,r.in:stratif 
ataspengelola2n uang yang menjadi tanggung jawaboya oengan r•,enyam;,aikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna an<jgatan/kuasa 
pengguna anggaran melalui PPK-SKPO paling lambat t.anggal 1ll l>u!an 
berikutnya. 

(2) Bancahara penenmaan wajib mempertanggungJawabkan seeara fur,gs,a~al stas 
pengelolaan uang yang menJadi taoggung jawabnya dengan me~3mpaikan 
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKO selaku 3VD pali'lg lambat 
tanggal 10 bu Ian berikutnya. 

(1) Pihai< ketiga mengisi surat tanda bukti pembayaran berdasarkan surat ketctapan 
paja.k daerah (SKPD). Surat ketelapan retribusi daerah (SKRO). dan tar.ca t:.ulcti 
lainnya yang sah. 

(2) Bendahara pencrimaan mengisi surat tanc:!a setoran (STS) sebagai tanda ouk!i 
penyetcran pener.maan. 

(3) Bendahara penerimaan menerima uang dan meococokan entara taooa buktl 
pembayaran, Surat tanda setoran (STS), dan Surat ketetap:m pa1ak daerah 
(SKPO), Surat ketetapan retribusi daerah (SKRO) atau tanda bu!<b penermaan 
lainnya yang sah. 

(4) Bendahara penerimaan harus menyetor seluruh penerimaan kas ke reker.ing kas 
daerah pada bank pemerintah yang di tunjuk oleh pemerintah daerah pal•ng laq>bat 
1 (satu) hari ketja setelah penerimaan uang kas. 
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(1) Dalam hal setoran ridak melalui bendal1ara penenmaan, slip setoranfoukt. lainnya 
yang sah dari '""'J'b pajak/retribus1 atas pembayaran ke bank peme:mlah ya.~g di 
tunjuk di sampaikan kepada bendahasa penerimaan. 

(2) Bendahara penenmaan meng1s1 surat tanda setoran (STS) sebaga, tanca bok!i 
penyetoran penerimaao. 

(3) Bendahara penerimaan mencocokan antara slip setoran banklb<:ktl lam ~a!l'J sah 
dari wajib pajak/retr;busi, Surat Tanda Setoran (STS) den SKP-Daera'i. Surat 
ketetapan relribusi daerah (SKRO) I tanda bukti penerimaan Jainny:, yang san. 

Pasal34 

Pasal32 

f Reg:ster SPP 
g Surat Pe!lmah M&nbayar (SPM) 
It Register SPM 
, Surat Perintah Pencauan Dana (SF20) 
, Regsiter SP20 
~ Buku Kas Umum 
L Suku Simpanan Bank 
m Buku Panjar 
n Buku Pajak PPN/PPH 
o Register Penutupan Kas 
p R1nciar, Pengeluaran per Rincian Obyek 

Bagian Kedua 
Proses Penat.ausahaan Penerimaan 



.. 

( 1) Pengel.uaran kas atas beban APBD dtlakukan betdasarkan SPD a tau <lo!<umen Jain 
yang drpersamakan dengan SPD. 

(2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pe1Julan. 
pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersedtaan dana. 

(3) Format SPO sebaga,mana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam ;ampiran 1 
peraturan bupati ini. 

Pasal 38 

(1) PPKD selaku BUO dalarn rangka manajemen kas menmbtti<an SPO deOQall 
mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaJ<-~oaan progr2m dan kegiatan 
yang dimuat datam DPA-SKPD dan anggaran kas. 

(2) Penyiapan draft SPO dilaksanakan oleh Kuasa BUD untuk dila.1datang1 o!eh PPKO 
selaku BUO. 

(3) SPO yang drterbitkan terd,ri ates 3 Jembar. yattu : 
a lembar 1 diterima oleh SKPO; 
b. lembar 2 diterima oleh Pengawas Daerah; 
c Jembar 3 sebaga; arsip PPKO selaku BUD 

(4l suo mencatat SPD yang otterbitkan ke dalam register SPO. 
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I) Proses Penatausahaan pengeluaran terdiri atas: 
a Penatausahaao pembebanao Uang Persediaan(UP), Ganti Uang "ersed;aan 

(GUl. dan T&mbah Uang Persediaan (TU) yang diajukan dan dikelola 
b<.ndahara pengeluaran/bendahara peogeluaran pembantu. 

b Penatausahaan pembebanan langsung (LS) Y""3 diaj'Jkan un:uk ~t>ayaran 
gaji dan tunjangan serta penghasita.n lainnya sesuai d&r.gan ke!enwan peraturan 
perundang-<1ndangan yang dilakukan bendahara pengeluaran. 

c Penatausahaan pembebanan !angsung (LS) yang dtaJukan untuk pembayaran 
langsung kepada pihak ketJga berdasarkan ~ontrak dan/atau dokumen la:nnya 
yang sah setelah diperhitungkan kewajtban pihak ketiga sesost dengan 
ketenJuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oendahara 
penqetuararubendahara pengeluaran pembantu dan diketahui cleh PPTt<. 

(2) Proses penatausahaan pembebanan langsung (LS) terdiri atas: 
a. Penerbitan surat penyediaan dana (SPD) 
b Pengajuan surat permintaan oemb syaran (SPP) 
c Penerbltan sural permtah membavar (SPMJ 
d. Penerbitan surat penntah pencairan dana (SP2D) 

(3) Proses penatausahaan pembebanan UP/GUfTU tetdiri atas • 
a Penerbitan surat penyediaan dana (SPDJ 
b. Pengajuan surat permintaan pembayara.n (SPP) 
c. Penerbitan surat perintalt membayar (SPM) 
d. Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP20) 
e. Penggunaan uang persediaan 
f. Pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan (SPJ). 

Paragraf 1 
Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Pasal36 

Bagian K.etiga 
Proses Penatausahaan Pengeluaran 



•• 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada Pasal 
39 ayat (2) huruf b d,ajukan untuk mengganti uang persediaan (revolv1"9) yang 
sudah digunakan. 

(2) SPP-GU sebaga,mana dimaksud pada ayat (2) disiapl<an oleh Benoahara 
Pengeluaran bersamaan dengan membuat SUral Pettar,ggung1awa!)an Uang 
Persediaan (SPJ UP/GU periode sebelumnya). 

(3) Penerbitan dan pengajoan dokumen SPP-GU dilakukan c.leh llendahara 
pengeluaran untuk memperoleh pe,se!Ujuan dari pengg..rna anggaranlkuasa 
pengguna anggaran mel'.liui PPK-SKPO dalam rangka ganti uang persediaan. 

(4) Ookumen SPP-GU seoagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: 
a surat pengantar SPP-GU (SPP 1); 
b. ringkasan SPP-GU (SPP 2): 
c rincian SPP-GU (SPP 3): 
d. surat pengesahan laporan pettanggungjawaban (SPJ) alas penggcnaan dana 

SPP- UP/GU periode sebelumnya: 
e. buku kas umum; 
f. buku paiak: 

Pasal41 

Pasal 40 

(1) Penerbitan dan peng3Juan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud ~.ar.a Pasai 
39 ayat (2) huruf a diajukan unluk pengisiar. uang persediaan (r<,·mlvr"9) yang 
drtujukan bukan untuk pP.mb~yaran langsung. 

(2) Psnerbrtan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh ber.dahara 
pengeluaran untuk memperole~, persetujuan dan pengguna angga,,n melalui 
PPK-SKPD. 

(3) Ookumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada aya1 (2) !erdiri dari 
a. surat penganror SPP-UP (SPP 1); 
b. ringkasan SPP-UP (SPP 2); 
c. rincian SPP-UP (SPP 3), 
d. draft surat pemyataan untuk ditandatangani oleh pengguna angg-dfaollwasa 

pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang dimima !idak 
dipergunakan untuk keperfuan selain uang persediaan saat peog.>;uan SP2.> 
kepada Kuasa BUD. 

(4) SPP-UP yang diaJokan dibua: rangkap 3 (ijga). yattu: 
a. lembar pertarna untuk kuasa BUD: 
b. lembar kedua untuk PPK-SKPO; dan 
c. lembar ketiga untuk arsip bendahara pengeluaranlbendahara pengeluaran 

pembantu. 
(5) Bendahara pengeluaran mcncatat SPP-UP yang diajukan kedalam regis-te, SPP­ 

UP/SPP-GUISPP-TU. 

Pasal39 

11) Berdasarkan SPD atau dokume1 lain yang d1persamal(an dsngan SPD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) bendahara pe;,gc,u2ra,1 I 
bendahara pengeluaran pembantu rnengajukan SPP kepada Pf'119QUna 
anggaranlkuasa pzngguna anggaran me!alui PPK-SKPD. 

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (t) terdiri dan: 
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP); 
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU): 
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan 
o. SPP Langsung \SPP-LS) 

Paragraf 2 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 



,. 

(1) Pertanggungjawan SPP-TU oleh bendahara pengeluaranlbendat,ara peng.,1 ... aran 
pembantu dijerbitkan SPP-TU nihil: 

(2) Dokumen SPP-TU nihil sebaga,mana dimaksud pada ayal (1) teroiri dari 
a. surat pengantar SPP- TU Nihil (SPr 1 ): 
b. ringkasan SPP- TU Nihil (SPP 2); 
c. rincian SPP- TU Nihit (SPP 3): 
d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban (SPJ) atas peoggu:1a.;n dana 

SPP, TU; 
e. buku kas umem: 
f. buku pajak; 
g. bukti transaksi yang lengkap dan sah serta telah lunas dibayar bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; 
h. draft surat pemyataan tanggun91awab belanja TU untuk ditanoatar:gan, o:eh 

pengguna anggaranll<uasa pengguna anggaran yang menyatal(a,1 rohv,a ua:,g 
yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambah ,iang 
persediaa,i saat peogaiuar. SP2D kepada Kuasa BUD; 

Pasal43 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP- TU sebagaimana dimaksud pada Pasal 
39 ayat (2) huruf c diajukan untuk permin!aan tambahan uang persediaan g,.ma 
melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifa: mendesak dan tidak dapa, cigunakan 
untu« pembayaran langsung dan uar,g pe,sediaan. 

(2) Penerbitan dan pengajuan dckumen SPP- TU dilakukan cleh benaahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperolell persetujuan 
dari pengguna anggaranll<uasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPO da!am 
rangka tambahan uang persedtaan, 

(3) Ookumen SPP-TU sP.bagaimana dimak.sud pada ayat (1) Ierdm dan: 
a. surat penqantar SPP- TU (SPP 1 ): 
b. ringkasan SPP-TlJ (SPP 2); 
c. rincian rencana penggunaan TU (SPP 3); 
d. draft surat pemyataan untuk ditandatangani oleh pengguna ~ngQa;an.1ruasa 

pengguna anggaran yang menyatakan banwa uang yang dimir.'\a bdak 
dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saot ~Juan 
SP20 kepada Kuasa BUD; 

e. surat yang memuat penJelasan kepet1uan pengisian tambahan uani; persedraan. 
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g. buk~ 11ansa<S, yang tengkap can sail serta telah tunas <iibaya1 oendanara 
pen~e!uaranlbendahara pengeluaran pembantu setetah d1seu,ju; pengg,ma 
anggaran/kuasa pengguna anggaran: 

h dr<>ft surai pernyataan untuk dhandatangani oleh pengguna angyarallixuasa 
pengguna anggaran yang menyatak.an bat;. .. uang )'~ng d.ninta ~ 
d1pergunakan untuk keperluan selain ganti uang perseoiaan =1 peog3J:ian 
SP20 kepada Kuasa BUD; 

, draft surat pemyataan tanggungjawab belanja GU untuk dilandatangaru oleh 
pengguna anggaran/l<uasa peogguna anggaran: ' 
surat setoran pajak (SSP) alas per.ggunaan dana SPP-UP/GU penode 
sebelumnya. 

(5) SF'P-GU yang d1a1ukan dibua: rangkap 3 (tiga), yaitu: 
a. lembar penama untuk kuasa BliD: 
b. lembar kedua untuk PPK-SKPD: dan 
c. lembar ketiga untuk arsip bendahara pengeluaranlbendahara pengeluaran 

pembantu. 
(6) Bendahara pengeluaran mencatat SPP-GU yang diajukan kedatar r"91sier SPP­ 

UPISPP-GUISPP- TU. 



(1) Per.erbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji da-, nm13ngan 
serta pengllasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ddakukan 
oleh ber.dahara pengeluaran guna memperoleh persetlrjuan per.ggl:na an;igaran 
melalui PPK-SKPO. 

(2) Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdlli dari: 
a. surat pengantar SPP-LS (SPP 1 ); 
b. ringkasan SPP-LS (SPP 2): 
c. rincian SPP-LS (SPP 3); dan 
d. lampiran SPP-LS. 

(3) Lampiran dokumen SPP-LS bendahara untuk pembayaran gap dan •unjangan 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri dari : 
a. pembayaran gaj, induk; 
b. gaji susutan: 
c. kekurangan gaji: 
d. gaji terusan; 
e. uang duka wafaVtewas yang dilengkapi dengan daftar gaj, ,ndul</gaji 

susuianlkekurangan gaJl/uang duka wafatltewas; 
f SKCPNS; 
g. SK PNS; 

Pasa!45 

(1) SPP-TU yang diajskan dibuat rangl<ap 3 (tiga}. yaitu: 
a. lembar pertama untuk kuasa BUD. 
b. lembar kedua untuk PPK-SKPO; dan 
e, lembar ketiga untuk arsip bendahara pengetuaran/bendahara pengelua:an 

pembantu. 
(2) Bendahara pengeluaran mencatat SPP-TU yang diaJukan kedatam •~"9'~ler SPP­ 

UP/SPP-GU/SPP-TU 
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• surat .setorar ::,a;a, \SSP) atas penggunaan dana SPP-IJP,'GU paiode 
sebelumnya 

!3) Bu\u transa'<s, :dol(umen SPP-TU nih1I untuk belanja pe, ;ad:lan lanah 
sebagaimana d1maksud pada ayat (2) huruf g. mencakup : 
a Kw1tansi betmetera, yang d1ta.ndatanganl pemlhk tanan den PPt< ""'~ 

disetujui oleh Penggur.a Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 
b Serita Acara per.erimaan re-cheking tanah: 
c. Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektar dilengkapi 

persyaratan daftar nommatif pemilik tanah yang ditandatangani o!eh pe119~una 
an-ggaran: 

d. Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan lokasi; 
e. Pe!epasan/penyerahan hak hak atas tanah/akta jual beli diha<!t!pan PPAT: 
f. Surat pelepasan hak adat (bila diper!ukan}; 
g. Fotocopy bukti kepemilikan tanah; 
h. SSP PPh final alas pe!epasan hak; 
i SPPT PBS tahun uansaksi: 
J. Persetujuan pengadaan tanah untuk tanah yang luasnya iebih dari 1 (satu) 

hektar; 
k. Surot Persetejuan harga. Surat Keputusan Bupati tentang eesaran harg:,. tanah, 
I Pernyataan dan per.jual bahwa tanah tarsebut tidak dalam ser,gketa dan tidak 

sedang dalam anggunan: 
m. Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dilaku~.an cenqan 

bantuan Paniha Pengadaan T anah (PPT) Kabupaten Bekas. tlan d;fengkapi 
dengan daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga tanan yang 
dltandatangam ofeh Pengguna Angg.ariln dttn <:likc~hvt ~.,!<:h Paniti.:. 
Pengadaan T anah (PP'(), 



( 1) Per.ertirtan dan pengajuan dokumen SPP,LS barang dan jasa <Jia,vkan untuk 
pembayaran kepada p1hak keliga oleh bendahara pengelua;ar~d.!t.a;a 
pengeluaran pemoantu guna memperoleh persetujuan pengguna 2ngg«ran1kuasa 
pengguna anggaran melalui PPl<-SKPO. 

(2) PPTK menyiapkan tampiran dokumen permintaan pembayaran untuk p<?ngadaan 
barang dan jasa unluk disampaikan kepada bendahara pengeluaran;bendahara 
pengeluaran pembantu dalam rangka pengajuan permintaan pemoayaran 

(3) Oatam h&I lampiran dokumen yang diajukan sebagaimana ayat (2) 5dal< lengkap, 
bendahara pengetuaranlbendahara penge!uaran pembantu mengPmbal1kan 
dokumen tersebut kepada PPTI< untuk di!engkapi. 

(4) Bendahara ,iengeluaranlbendahara pengefuaran pembanlu mengajuka,; SPP-LS 
yang dilampiri dokumen permiataan pembayaran sebagaim3na ditn3~S:.id pada 
ayat (2) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna SOQkJran setelah 
ditandatangani PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggar,,n/kuasa 
pengguna anggara.; mela!ui PPK·SKPO. 

(5) Ookumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaim2na cfim(tkSud pada 
ayat (4) terdin dari 
a. surat pengantar SPP-LS (SPP 1 ): 
b. ringkasan SPP-LS (SPP 2); 
c. rincran SPP-LS (SPP 3); 
d. draft surat pemyataan unluk dttandatangani oleh penggur.a ar.g3aran/l<vasa 

pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yar.g o,minta tidal< 
dipe,gunakan untuk keperluan sclain tambahan uang pe1~iaan saat 
pengajuan SP20 kepada Kuasa BUD; dan; 

e. dokumen bukti ketengkapan SPP-LS barang dan jasa yang d,~13ptran oleh 
PPTK. 

(6) Dokumen bukb kelengkapan SPP-LS barang dan jasa sebagaimana dsna'.<sud 
pada ayat (5) huru! f terd,ri dari : 
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h SK ~ena Kan t>a<lQl<at 
I SKJabatan 
J kenaika.n ga11 berKa!a. 
k. surat pernyataan pelanbkan: ~ 
L surat pernyataan masih menduduk; jabatan; 
m. swat pemyataan metaksanakan tugas: 
n cattar keluarga (KP4): 
o. fotokopl surat nikah. 
p fotokopi akte kelahiran; .. 
q. surat keterangan pemberhent,an pembayaran (SKPP) 9a11: 
r. daftar potongan sewa rumah dinas: 
s surat keterangan masih sekolahlkuliah; 
l surat pindah; 
u, surat kematlan: 
v SSP PPh Pasal 21; dan 
w. Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpman dan anggota 

OPRO serta gaji dan tunjangan Bu,>at.Wakil Bupati. 
14) Ke!engkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran 9aJ• dan tunfangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), d,gunakan sesuai dengan peruntc~?.n;iya 
rs, SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lamnya y,rng diajukan 

dibuat rangkap 3 (tiga). yaitu : 
3. tembar pertama untuk kuasa BUD; 
b. lembar kedua untuk PPK-SKPO; dan 
c. lembar ketiga unluk arsip bendahara pengeluaranlbendahar~ pengeluaran 

pembantu. 
(6)8endahara pengeluaran mencatal SPP-LS yang diajukan kedalam regis1er SPP·LS 



a Penag,han angs'.lng 100% mencakup : 
1) surai pesarranlsurat perrntah kerja (SPK)lsurat petja11J1an (konrral<) antara 

Pejabat Pemouat Komitrr,en dengan pelaksana peke1J3an yang 
mencantumkan nomor rekening bank pelaksana pekerjaan: 

2} benta acara penyelesaran pekerjaan; 
3) berita acara serah terima barang dan jasa: 
4) benta acara pembayaran yang ditandatangani pelaksana p.,k<iqaan dan 

pejabat pembuat komitmen; . 
5) kwitansi bermeterai. notalfaktur yang dijandatangani petaksana ;,eke1Jaan 

can PPTK sena PPK (apabila PPK ditunjuk). dan cisetu1u1 oten pengguna 
anggaran/Kuasa pengguna anggaran sena lunas djbaya1 olct) heitdaf\ara. 

6) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dll<eb1art.an <:>leh bank 
atau lembaga keuanqan bukan bank: 

7) dokumen taln yang dipersyaratxan untul<. 1<.ontrak-kortrak yarg Oa'lanya 
sebagian atau sefuruhnya bersumber dari peoerusen pirt;amanlh1bah luar 
negeri; 

8) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oteh petaxsana pekeqaan 
serta unsur panilia pemeriksaan barang berikut lampiran d·,lltar barar,g yang 
diperiksa: 

9) surat angkulan atau konosemen apab1la pengadaan barang d~aksanakan di 
luar wilayat1 kerja. 

I 0) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaa;, <fan PPTK 
apabila pekerjaan mengalami ketertarnbatan: 

1 l) fotolbuku/dokumentasi tingkat kcmajuan/penyelesasan pekeqaar>. 
12) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketenluan yany berlaku/surat 

pemberitahu~n jamsostek): 
13) khusus unl\ik pekerjaan konsultan yang perhli",.mgan iwganya 

menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara pre,tasi ~emajuan 
pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsunan sesuai 
pentahapan waktu pckerjaan dan bukti penyewaan/pem:,P,:ian alat 
penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat 
penawaran. 

14) Surat Setoran Pajak disertai faktur pajak yang telah ditandata:,gani wajib 
pajak atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. 

b. Penag,han uang muka, mencakup: 
1) kwitansi bermeterai yang ditandatangani pelaksana peke,)t!an ddn PPTK 

serta PPK {apabila PPK d1tunjuk). dan disetujui oleh pengguna 
anggaran/kuasa pangguna anggaran sena !unas dibayar ol"h bendahara; 

2) benta acara pembayaran yang ditandalangani pelaksana pekerjaan dan 
peiapat pemouat komitmen; 

3) surat perjanjian kerja sama/kon:rak antara Pelabat Pembual Kommnen 
dengan pelaksana peke,,aan yang mencantumkan nomcr rel<e:J1ng bank 
pelaksana pekerjean: 

4) surat jaminan pelaksanaan dari bank atau yang dipe•sa,nakan yang 
dikeluarkan o!eh bank atau lembaga keuangan bukan bank: 

5) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yarlfl terbKulsural 
pemberitahuan jamsoslek): 

6) Surat Setoran Pajak diserlai faktur pajak yang teiah ditar.datar.gam wapb 
pajak atau bendahara pengeluaran/bendat.ara pengeluaran pembantu. 

c. Penagihan bettahap at.au termin, mencakup : 
1) kwitansi bermeterai, notalfaktur yang dltandatangani pelaks,ma pe~elJ'lan 

dan PPTK setta PPK (apab1la PPK d~njuk PNKPA), dan d1satu1~1 oleh 
pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran s,,rta hm~s dit.aya, oleh 
bendahara; 

2) berita acara pernbayaran yang ditandatangani pelaksana pak"'}aan dan 
pe)abat pembua1 komitmen; 

3) laporan kemajuan pekerjaan: 



• 

(1) PPK-SKPD atas nama pengguna anggaran/kuasa pengguna argga,an 'l'lelakukan 
verifikasi dokumen SPP-UP. SPP-GU, SPP-TU. dan SPP-LS yang a:aJukan cleh 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, mencakup 
a. meneliti kelengkapan dokumen SPP; 
b. menguji kebenaran peruntukan dan pemitungan alas buk!i pengeluaran :>etanja 

yang tercantum dalarn SPP; 
c. menghitung pengenaan pajak atas beban pengeluaran belanja, dan 
d. menguji kebenaran permintaan r embayaran sesuai anggaran yang tersedia 

dalarn OPA-SKPO. • 
(2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimar.sud pada ayat {1) d,nyatatan 

lengkap dan sah, PPK-SKPD menert>itl<an SPM untuk ditandatangani o;&h 
pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran 

(3) Dalam hal dokurnen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <irny3,at(;on !ldak 
lengkap dan/atau lidak sah, pengguna anggaranf><Uasa pengguna ar,ggaran melaJui 
PPK-SKPO menolak mene!bitkan SPM. 

(4) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran b<!rhilf.,ngan. yang 
bersangkutan oapat menunjuk pejabat yang diben w,ewen3ng ur.tuk 
menandatangani SPM. 

(5) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkar, d3l3•n surat 
keputusan bupati, 

(6) Format veriiikasi dokumen SPP sebagaimana dimaksud posal 4S ay.at (1) 
tercantum dalarn lampiran 3 Peraturan Bupali mi 
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Paragraf 3 
Perintah Membayar 

Format SPP. draft surat pemyataan UPfTU/GU, dan draft surat pemyataan 
tanggungjawab belanja UP/TIJ/GL: penode sebelumnya tercantum <:lalam Lampiran 2 
Peraturan Bupati inl. 
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4) surat peJJanJla!l keria samall<ontrak anlara Pejabat Pemtum Komnmen 
dengan ;,elaKsana pekE.rjaan yang men.:antumkan nomcr re~ening bank 
pelaksana pekeqaan: 

5) surat 12m1nan pelaksanaan dari bank atau yang chpe,samakan yang 
di!<eJuac.kao oleh bank ata- 1 lembaga keoar.gan bu:kan bank... 

6) potongan 1amsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang bcrlakulsurat 
pembefitahuan jamsostek); . . . 

7) Surat Setoran Pajak disertai laktur pajak yang telah d~anda.;.,v,,:n; waJib 
pajak ata:, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

(,) Kwitansi sebagaimana dokumen bukU kelengkapan SPP-LS ba_rang can Jasa pada_ 
ayat (&). dinyatakan sah setelah SP20 diterbitkan dan dana d1pu10a~bu!\ukan een 
reKenir.g kas daerah ke rekening peoerima. 

(8) Ookumen bukti kelengkapan SPP-LS barang dan jasa sebagairana dimaksud 
paoa ayat (6). digunakan sesuai dengan peruntukannya. 

(91 SPP-LS barang dan jasa yang diajukan dibuat rangkap 3, 19rdiri den: 
a. lembar pertama untuk kuasa BUD; 
b. lembar kedua untuk PPK-SKPD, dan 
c. lembar ketiga untuk ars1p bendahara pengeluaraJllbendahara pengel<Jaran 

pembantu. 
(10) Bendahara penqetuaran mencatat SPP yang diajukan ke dalam register SPP. 



(1) Penecbitan SP2D t~rdiri alas 5 lembar yang terdiri : 
a. lembar 1 dikirim ke bank; 
b. lembar 2 dikirim ke Pengguna Anggaran I Kuasa Pengguna Anggaran. 
c lembar 3 dik1nm ke fungsi akuntansi SKPKO; 
d. lembar 4 arsip Kuasa BUD: 
e. iembar 5 pertmggal. 

(2) Kuasa BUD mencatat SP20 yang ditert>itkan ke dalam Rei;1Ster :C:P2D, dan 
mencatal penolakan penerbitan SP2D ke dalam surat register penc.lal<3n SP2D. 

(3) Format SP2D sebagaimana pada ayat (1) tercanrum dalarn Lampiran :;; Peraturan 
Bupati mi. 
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(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-UP/GUfTU dun SPM-LS yang 
diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar ;,c,c.geluaran 
yang diajukan tidc1k melarnpui pagu dan memenuh. yersyaratan ya;ig d1tetap.kan 
dalam peraturan bupati in,. 

(2\ Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimakS<ld dalam ayat (1) d•nyalakan lidak 
lengkap danzatau lidak sah dan/atau penge:uaran terseoot me ampzu, pagu 
anggaran , Kuasa BUD menciak menerbill<an SP2D. 

(3) Penolakan penerbuan SP2D sebagaimana dimaksud dalam •}-at (2) ~aling lam2 1 
(satu) hari kerja terhi!ung sejak diterimanya pengajuan SPM. 

(4) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayal .i I) cmyaul<an 
lengkap dan sah, Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hao kerja 
terhitung sejak diterimanya dokumen SPM. 

(5) Datam hal Kuasa BUD berhalangan. yang bersangkutan dapal 'l1enun1U1< o.,jat>at 
yang diberi wewen3ng untuk menandatangani SP2D. 

(6) Penun1ukan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetaplliln dalam surat 
l\eputusan bupati. 
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Paragraf 4 
Pencairan Dana 

Format SPM sebagaimana dunaksud pad a pasal 45 ayat (1) tetca'IIUr'I daiarn l.ampiron 
4 Peraturan Bupati ini 
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SPM yang telah d~ert>itkan sebaqannana dimaksud dalam Pasal 46 ay,,t ( 11 d1ajul<an 
kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. 

Pa.sal 50 

11) Penerb11an SPM sebaga;mana d1maksud aalam Pasaf 46 aya! (2i pa!mg lama 2 
(dua) harl keJJa 1e-r.1tun9 se1ak diterimanya dokumen SPP. • . 

C2t Penotakan ~nerbitan SPM sebagaimana d'imakSt.ld ~a!a-'.11 Pas.al 46 ayat tJ> pal.-.g 
Jama 1 (satu) hari kena terhitung sejak diterimanya pengaiuan SPP 

(31 SPM yang d1a1ukan d1buat rangkap 3, terdiri dan : 
a. lembar pertama untuk Kuasa BUD; 
b. lembar kedua untuk PPK·SKPO; 
c. Jembar ketiga sebagai arsip bendahara pengeluaranlbendahara pengeluaran 

pernbantu. 
(4) PPK-SKPD mencatal SPM yang diajukan ke dalam register SPM 
(5) PPK·SKPD mencatat penolakan penert>itan SPM ke dalam regrsler penolakan 

psnerbitan SPM. 
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(ti Kelengkapan dokumen SPM-GU sebagaimana dima!<sud pada Pasal ~O ayat (f) 
untuk penerbitan SP20 mencakup ; 
a. surat pengajuan penerbitan SP2D-GU yang d~andai,,nuam pengguna 

anggaran/l<uasa pengguna anggaran: 
b. SPP 1, SPP 2, SPP 3; 
c SPM-GU asli yang ditandatanga.~i oleh pengguna anggaran; 
-d. rekapitulasi rincian bukb pengeluaran belanja penggunaarr dana UPiGi., periode 

sebelumnya yang ditandatangani peng,iuna a"91,aran/kuasa ;,engguna 
anggaran dan bendahara pengeluaranlbendahara pengeluaran pembamu 

e. lembar verffikasi SPP-GU 
f. surat pernyataan pengajuan SrP-GU; dan 
g. Surat pemyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani ;,engguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran. . . . . 
(2) Format surat pengajuan penerbitan SP2D-GU dan rekaprtc'as, nnc,,n bukto 

pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurui a dan d tercantum 
dalarn fampiran 7 Peraturan Bupati ini. 

Pasal56 

(1) Kelengkapan dokumen SPM-TU sebagaimana dimaksud pada Pa,al 50 ayat (1) 
untuk peneroitan SP20 mencakup: 
a. surat pepgajuan penerbitan SP2D- TU yang dotandatanga .. , oleh iocngguna 

anggaran/l<uasa pengguna anggaran: 
b. SPP 1, SPP 2, SPP 3: 
c. SPM-TU asli yang dita'1datangani olel'I penggu:- anggaranllmasa pangguna 

anggaran; 
d. surat yang memuat penJelasan keperluan pengisian iambahan uang p,ersed,aan 

(pengajuan TU); 
e. rekapitulasi rincian bukti pengeluaran belanja pengguoaan dsna TU yang 

ditandatangani pengguna anggaran/!<uasa pengguna anggaran dsn bendahara 
pengefuaranlbendahara pengeluaran pembantu (pertanggungjaw,;ban dana TU); 

f. lembar verifikas, SPP·TU. 
g. surat pernyataan pengajuan SPP· TU, dan 
h. surat oernyataan tanggung jawab pengguna anggara,.'!<uasa pe'19gcna 

anggaran 
(2) Format surat pengajoan p<merbitan SP2D- TU dan rei<apitulas, tinc:an bukti 

pengeluaran belanja sebagalmana dimaksud pada ayat (1) hurvf a dan e 
tercantum dalarn lampiran 8 Pe,aturan Bupa5 ini 

•.e,e,,,;-.a.:,a,, ~.,.,,, SPM·UP sebagaimana dimaksud pada Pasaf 50 ayat (1) 
1'1':WC per-..,, Sf>20 mencakup : 
a SJ.tral peogaJl,l.an penetottan SP20~UP yang ditandatang.a.f"N oteh lr.;JoJa SK.PO 

selakv penggu:ia an9garan; 
D SUtat kepu!usan penunjukan pengeloia keuangan SKPD; 
c SPP 1 SPP2. SPP 3, 
1 SPM-UP asli yang ditandatangani oleh kepafa SKPO selaku ;x,ngguna 

anggaran; 
e lembar verifikasl SPP-UP 
' suret pernyataan tanggung [awab pengguna anggaranr.<ua'Sa poogsuna 

anggaran 
21 Format surat pengajuan penerbitan SP2D-UP dan surat pernyata.,~ tanggu,ig 

fi!Wab pengguna anggaranikuasa pe11gguna ai:ggaran sebagaimana d'.m"ksud 
pada ayat (1) huruf a dan f tercantum dalarn lam~;:'.·~ Peraturar. Bupatr :n, 
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Pas.,154 



,_ 

Tata cara pelaksanaar., penatausahaan dan pertanggungjawaban pell<Miluaran 
pemberian sub~idi, hibah, banluan sosiat, dan bantuan keuangan, dan pengeluaran 
pembiayaan dilakukan dengan tahapan sebagai berlkut: 
(1) Setelah an9garan pengeluaran belanja OPA-PPKO disahl<an dan poo,berian 

ditetapkan dalam surat keputusan Bupati, kepala SKPD yang meJaksanakan fungsi 
pengeluaran terkait mengajuk.an permohonan pencairan kepada PPK£J >e!aku BUD 
melalui Bendahara Pe::geluaran PPKO untuk diterbi1kan SPP; 

(2) Kelengkapan dokumen permohonan pencairan sebagaimana dima~svd pada ayat 
(1). mencakup: 
a. Surat Keputusan Bupa§; 
b. Naskah Perjanjian Hibah Oaerah/NPHO (khusus untuk pemberian h.ooh1 
c. surat pernyataan langgung jawab muUak yang dttandatangani oleh ~·ienmac 

dan I 

d berita acara serah terima hak yang ditandatangani oleh kepala SKPO tef'sart clan 
penerima. 

(3) Oalam ha! kelengkapan dokumen petmohooan pencairan sebagaJmana dimaksud 
pads ayat (2) dinyatakan lidak ler.gkap dan/atau tidak sah da!lia•au pengP.!t;aran 
tersebut tidak tersedia anggaran danialau melampaui pagu angga,ac, PPKO 
menolak menerbitkan SPM. 
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(1) Kelengkapan dokumen SPM-LS Barang dan Jasa 1;ntuk pe~e!b'"'' SP20 
mencakup: 
a. surat pengaiuan penerbitan SP2D·LS barang dan jasa yang d:tan~atangam cleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran: 
b SPP 1, SPP 2, SPP 3: 
c SPM-LS asl, yang ditandatangani oleh pengguna anggaranlk, "" pengguna 

anggaran~ 
d. surat pemyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran: 
e. lembar venfikasi SPP-LS barang dan jasa 
f. berita acara pembayaran; 
g. nngkas.an kontrak; 
h. berita acara serah terima hasiJ pekerjaan. 

(2) Format surat pengaiuan penerbrtan SP20.LS barang dan jasa, dan surat 
pernvataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d lercantum datarn !am;l(ran 10 
Peraturan Bupati ini 
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1) Kefengkapan ookumen SPM-LS gaji dan tunjangan serta penghasilan 12, .. nya untuk 
penerbitan SP2D mencaxup : 
a surat pengaJuan penerbitan SP20'"sLS yang ditarn::lata.n9ar.1 o~. pangguna 

anggaran: 
b SPP 1, SPP 2. SPP 3: 
c. SPM-LS asli yang ditandatangani oleh pengguna anggaranlku"'" ~,engguna 

anggaran; 
d. surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatang,m; pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran: 
e. lembar verifikasi SPP-LS: 
f daftar gaji/daftar nominatif penerima. 

(2) Format surat pengajuan penerbitan SP20·LS sebagaimana dimaks~ pada "Yat 
(1) huruf a tercantum dalarn lampiran 9 Peraturan Bupali il'li. 

Pasal57 
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Pasal61 
(1) Penggunaan Uang Persediaan dacat dilakukan dengan 2 (dua) cara, Y2r.L' 

a. Bendahara pengelcaran melakukan pembayaran tanpa melalul pa11far, 
b, Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran m,,lalui panjar terle,,,,h dah!.!l:J 

pada PPTK. 
(2) Uang Perse<liaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukan "n!uk pembayaran 

belanja langsung, ya~u · 
a. Belanja Pegawai. 
b. Belanja Barang ~an Jasa kebutuhan nrtin SKPO dan tidak men..mbah as«t tetap; 

Paragraf 5 
Penggunaan Uang Persediaan 

( 41 Oalam ha ~.apa~ <fokumen petmohonan peneairan sebaga,mana dima!<sud 
dalam .1yat (2) dw,yatakan leng~ap can sah, PPKD rr,enetbitJ,.an SPM berdasatl<an 
SPP yang disampail<an Bendahara Peogelua1an PPKD 

(5) Berdasarkan &PM set>agaimana dimaksud pada ayat (4). kuase BUD me:>ertlitkan 
SP2D dengan mernmdahbukuken dari retkening kas daerah keoeca reken,ng 
penerima· 

(6) Penerima dana sebaga,mana dimaksud pada ayat (5) bertanggung iawab secara 
fis1k dan keuangan terl\adap penggunaan dana yang dffenma; 

(7) Pertanggungjawaboin &tas penggunaan dana hibah disampail<an kei;ada Bupab 
melalui SKPD yang mengajukan petmohonan pencairan. 

Pasal60 
Tata cara pelaksanaan. penatausahaan dan pertanggungjawaban belonja ket,utuhan 
tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan $ebagai benl<ut · 
(1) Se,elah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, i<L;>Sla SKPO 

yang melaksanakan fungsi penanggulangan beneana mengajul<an rencana 
kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKDselaku SUD. 

(2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat beocana kepada ke;,ala 
SKPD yang melaksanakan fungsi penan99ulangan bencana pal,n;i larnbat 1 (sa:U) 
narl kerja terhttung sejak diterimanya RKB; 

(3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekan~ TU dan 
diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang :neiaksanakan funosi 
penanggulangan bencana: • 

(4) B;ianja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana C:inaksu~ ayal (1) 
digunakan hanya untuk 
a. pencarian dan penyelamatan kotban bencana; 
b. pertolonqan darurat: 
c. evakuast korban bencana; 
d. kebutuhan air berslh dan sanitasi: 
e. kebutuhan pangan: 
f. kebutuhan sandang: 
g. pelayanan kesenatan: dan 
h. penampungan serta tempat human sementara. 

(5) Penanggulangan dana tanggap darurat bencana sebagaimana pad:!! ayat (-1) <ficatat 
pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran ;;ada SKPO yang 
melaksanakan fungsi per.anggulangan bencana; 

(6) Kepala SKPD melaksanakan fungsi penanggulangan bencana be'1all991,ng jawab 
secara fisik dan keuangan terhadap pengguna dana tanggap darurat l-encana yang 
di kelolanya; 

(7) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat <fisamparl'.an oleh 
kepala SKPD yang rnetaksanakan lungs: penanggulangan bencsna ke;,aoa PPKD 
dengan melampirkan buktr,b"kb pengefuaran yang sah dan leng~ap sorta surat 
pernyataan tanggcngjawab belanja 

- 



,. 
(1) Benda hara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran "'3mbantu 

membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang kepada hendahara 
bendahara drsertai bukt~bukti yang sah. 

Pasal65 

BABV 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Besaran pembayaran yang menggunakan uang persedjaan akan di atu~ l.fafam Surat 
keputusan bupati tahun berkenaan. 

Pasat64 

Penatausahaan penggunaan uang persediaan mefalui uang paruar, ya~u 
a. Bendahara pengeluaran memberikan uang panjar kepada PPJ I< "ntu~ 

melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya berdasoc«an nota 
pencalran dana (NPO) yang telah di setu1ui oteh pengguna anggaran atau kuasa 
pengguna anggaran. (format terlampir): 

b. Pembekuan atas uang panjar di mulai ketil<.a pemberian uang Piif'Jar dari 
bendahara pengeluaran kepada ,->PTK termasuk di dalarnnya oencatatan atas 
pertanggung jawaban uang pan1ar yang di terimanya; 

c. lampiran dokurnen pertanggung jawaban belanja melalui uang panjar sama 
dengan balanja tanpa uang panjar. 

Pasa.163 

Penatausahaan penggunaan uang persediaan tanpa Vang Panjar, ya1tu . 
(1) PPTK mengajukan dokumen penmntaan pembayaran l<epada Pengguna 

Anggaran I Kuasa Pengguna .O.nggaran melalui Pejabat Penatausahaan ,<euangar. 
SKPD. 

(2) Pengajuan Dokumen di rnaksuo pad a ayat (1) terdiri dari . 
a. Belanja Pegawa, . 

1. Surat Keputusan dan atau Surat Penntan: 
2. Datta, nominative penenma yang dibuat PPTK. 

b. Barang dan Jasa yang dibayar melaui uang persediaan, dengM ;,ersyaratan : 
1 Buktl pembelian: 
2. Kwitansi yar.g di tancatangani oleh pihak ketiga, PeJabat petaksana teknis 

kegiatan, Pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran 
c. Biaya Pe,jalanan Dinas. pertanggungjawaban biaya pe,jalanan drnas i.,rdin dari . 

1. Surat Tugas y~ng sah ditandatangani oleh Kepala SKPO atau pejaLat lainnya 
yang di delegasikan oleh kepala SKPD; 

2. Surat perintah perjalanan dinas yang telah ditandatang3ni oleh pejabat 
pembuat komitmen dan perabat di tempat pe!a~.anaan perjalanan dmas atau 
pihak terkait yang menjadi tempat tujuan pel)alanan dinas; 

3. Datta, nomir.atif perjalanan dinas atau tanda terima yang S«!enis y:,ng d tanda 
tangani oleh pengguna anggaran, bendahara pengeluaran Pembua! Daftar; 

4. Tiket pesawat, Boarding pass. a;rport tax, dan bukti ;:;<'mbaya,an raoda 
tranttansponasi lainnya; 

5. Dattar pengeluaran Rril sesuai dengan format terlampir; 
6. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; 
7. Besaran biaya pe~aianan dinas mengaou kepada stencar br~ya befanja 

daerah kabupaten bekasi yang di atur dalam Keputusan Buoati 

Pasal 62 

c Biaya Pe!)aian Dlnas. 
d Belanfa T anar l<ecoali !>el:mja modal lainnya. 



Hal - hal yang belurn cukup diatur dalam Peraturan Bupati mi akan a,atur dan 
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perunc!ang,u.103ngan. 

Pasal69 

BABVl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal68 

Format pertanggungjawaban beOdahara penerimaanlbendariara penenmasn pembantu 
dan bendahara pengeluaran/bend;iha,a pengeluaran pembantu tercantum catarn 
l.ampiran Peraturan Bupati ini 

(1) Pengguna anggaranlkuasa pengguna anggaran melakukan pem~nksaan kas yang 
dikelola oleh bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan 

(2) Bendahara penenmaan dan bendahara pengeJuaran melakukan :,err.e,i~saan kas 
yang dikelola oleh bendahara pene,imaan pembantu dan bendahara pengeJ\Jaran 
pembantu sekurang-Kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (liga) bu!an. 

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana diniaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d:tu2ngkan 
dalam berua acara pemeriksaan kas. 

Pasal67 

Pasal66 

Dalam melakukan verifikasi ates laporan pertanggungjawaban yang d,samp;l!lan. PPK­ 
SKPD bell<ewajiban : 
a. meneliti kelengkapan dcJ<umen lapcran pertanggungjawaba,, dan ~b~n 

bukti-bukti yang c,;ampirkan, 
b menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rinoan ob:el-. yang te,cantum 

dalam nngkasan per nncian objek; 
c. menghitung pengenaan PPNIPPh alas beban pengeluaran per ri,;cca:a ()hie,< dan 
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang ai1,;1hi~"s;;n ;><,riode 

sebelumnya. 

{2) Pe~ a;:,oran ;:,eruing1,ung;awaban oleh bendaharo peonba'lW ke,pada 
bendahara sebaga•mana ayat (1) pa'ing lambat tanggal 5 bulan benkutr,ya 

(3/ Ben<lahara secara adm101stratit mempenanggungjawabkan pe'l\;elciaan uang 
kepada Kepal.> SKPD rnelalui PPK-SKPD paling lambat tang;,31 10 bulan 
benktiinya. 

(4) Dalam hal laporan pertanggur.gjawaban sebagaimana dtmt'ksud paoa zyat (4) 
telah sesuai, pengguna anggaran menerbill<an surat penge-..ahan laporan 
pertanggungjawaban. 

(5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun .:inggaron. 
pertanggungjawaban bulan Oese·nber disampaikan paling lamn:it tanooal 
3.1 Oesember. 

(6) Bendahara paoa SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungs,or.al alas 
pengelolaan uang yar.g menjadi tanggung jawabnya dengan men:pmp.ii<an 
laporan pertanggengjawaban kepada PPKD selaku BUD palcsg la1n!>=t tar.ggal 
10 butan berikutnya. 

(7/ Penyampaian pertanggungjawaban eencahara pengeluaran secara fungsional 
sebagaimana oimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dijerbitkar. surat 
pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh penggun3 2>ngqaran&uasa 
pengguna anggaran. 



ENG HASANAH YAS!•I 

/ 

, 

){ ~BUPATI BEKASI~ 
' 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggpl · 7 o .. °"".,,. ,015 

Peraturan Bupah mi bertaku pada tanggal d;undangkan. 
Agar setiap orang da;>at mengetahuinya, memerintahkan pengundar.g;,n ?eret~,an 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten C,,k,s.. 

Pasal71 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupab lnJ, ma.J<a Petaturan Bupa:i OP.l,,asi Nocr.or 5 
T ahun 2013 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah dicabut can coay:,takan tidak 
berlaku lagi. 
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